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PENETAPAN
Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Plj

&\ tr\ X, 2
sl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sitiung, 11 Maret 1985, agama
Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat
kediaman di Kabupaten Dharmasraya, dengan domisili
elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 24 Juni 1970, agama Islam,

pendidikan  SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat

kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2021
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung
dengan register perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 13 Agustus
2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 07 Oktober 2019, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 07 Oktober 2019;
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2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan
Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;

4. Bahwa sejak April Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh:
4.1.Adanya pihak ketiga dari keluarga Tergugat;
4.2.Tergugat suka mengatakan aib-aib rumah tangga ke tetangga-

tetangga;
4.3.Kalau Tergugat emosi, Tergugat sering melempar-lempar pintu;
4.4.Tergugat sering ketahuan masuk ke kamar anak perempuan
Penggugat, sehingga Penggugat merasa khawatir;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Mei tahun 2021, yang menjadi
permasalahannya waktu itu Tergugat selalu memberitahu ke tetangga-
tetangga berapa nafkah yang Tergugat berikan dan membuka aib-aib
rumah tangga ke tetangga. Karena mendengar berita tersebut, Penggugat
menanyakannya ke Tergugat, terjadilah perselisihan paham pada saat itu..
Pas selesai sholat subuh, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat
kediaman bersama di depan anak Penggugat;

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal
dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Dharmasraya, sedangkan
Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Kabupaten Dharmasraya,;

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan
sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan
Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama
Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan
kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan
dengan Hakim Mediator Zamzami Saleh, Lc. sesuai dengan Penetapan
Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.PIj tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator
tanggal 16 September 2021, menyatakan bahwa Mediasi berhasil, Penggugat
dan Tergugat bersedia kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya
dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan
membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk

berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat,
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di
persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, namun
tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 jo. Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi di luar
persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
tahun 2016 dengan Hakim Mediator Zamzami Saleh, Lc. sesuai dengan
Penetapan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim
Mediator tanggal 16 September 2021, telah terjadi perdamaian antara
Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah
tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan
Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut
cukup beralasan dan patut dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 271
Rv-272 Ry;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 16 September
2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah, oleh kami
Ahmad Mudlofar, S.H.l. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.l. dan Ahmad
Fathoni, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh Aris Putra, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat
dan Tergugat;

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Mudlofar, S.H.I.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
TTD TTD
Rasikh Adila, S.H.l. Ahmad Fathoni, S.H.l.

Panitera Pengganti,

TTD

Aris Putra, S.H.l.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. ATK Perkara: Rp 50.000,00

3. Panggilan  : Rp 100.000,00
4, PNBP Relaas Panggilan Pertama

Rp 20.000,00

5. Redaksi "Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).
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